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Penelitian ini menganalisis framing isu pemekaran Brebes Selatan dalam pemberitaan
media online Jawa Tengah periode 2023-2025. Pemekaran daerah dipandang sebagai
upaya mengatasi kesenjangan pembangunan, namun juga sarat kepentingan politik dan
tantangan administratif. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis
framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang meliputi perangkat
sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Data primer berupa berita dari Suara Merdeka,
Jatengdaily, Brebesinfo, Tribun Tipikor, dan Suarabrebes, sedangkan data sekunder
diperoleh dari literatur akademik serta laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa media membingkai isu pemekaran secara beragam: Jatengdaily menekankan
aspirasi masyarakat dan aspek geografis, Suara Merdeka menggarisbawahi legitimasi
administratif dan politik, sementara media lokal menonjolkan narasi perjuangan dan
optimisme masyarakat. Perbedaan framing ini mengindikasikan bahwa media berperan
aktif dalam membentuk persepsi publik terhadap urgensi pemekaran, yang tidak hanya
berdimensi sosial, tetapi juga politik dan ekonomi.
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PENDAHULUAN
Desentralisasi menjadi salah satu agenda utama reformasi pemerintahan di berbagai negara

berkembang agar peningkatan kegiatan pemerintahan menjadi efektif dan efisien di berbagai aspek. Suatu
penelitian di Kenya dan Chile menunjukkan bahwa meskipun pemekaran dapat meningkatkan akses
terhadap infrastruktur dasar, dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat masih bervariasi dan
bergantung pada kapasitas kelembagaan lokal (Ochieng, 2023; Ritter, 2025). Hal ini juga tampak di
kawasan Asia Tenggara, di mana proses desentralisasi sering kali diwarnai oleh perbedaan kapasitas fiskal
dan birokrasi antar daerah (Anantanatorn et al., 2024). Indonesia salah satu negara yang dianggap mampu
memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi layanan publik, serta memperluas partisipasi masyarakat
dalam pembangunan (Lewis, 2023). Desentralisasi juga terbukti meningkatkan akuntabilitas, partisipasi
publik, dan efisiensi pemerintahan lokal ketika diiringi dengan kapasitas kelembagaan yang memadai,
Salah satu bentuk konkret dari desentralisasi adalah pemekaran wilayah (regional splitting), yang bertujuan
mendekatkan pelayanan publik kepada warga dan memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah
(Herrera & Pino, 2023; Luo & Liu, 2022). Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa hasil pemekaran
wilayah tidak selalu menghasilkan peningkatan kinerja pembangunan secara signifikan. Pemekaran sering
kali justru meningkatkan beban biaya administrasi tanpa diikuti peningkatan efisiensi pelayanan public,
desentralisasi dan pemekaran wilayah kerap membawa konsekuensi politik dan fiskal yang kompleks
karena pemerintah daerah baru membutuhkan biaya yang cukup tinggi (Dahis & Szerman, 2024; Rambe et
al., 2022; Swianiewicz, 2024). Khusus di Indonesia, pemekaran wilayah menjadi fenomena yang sangat
dinamis sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001. Meskipun bertujuan mempercepat
pemerataan pembangunan, berbagai penelitian menemukan bahwa hasilnya tidak selalu sesuai harapan.
Pemekaran di wilayah Papua, misalnya, belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena
keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, dan minimnya partisipasi publik (Maisari, 2023; Setiawan
& Widyana, 2023).

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (2024), terdapat lebih dari 300 usulan pemekaran
daerah yang belum terealisasi, menandakan tingginya tuntutan desentralisasi di berbagai wilayah Indonesia,
termasuk Brebes. Kondisi ini menjadikan isu pemekaran Brebes Selatan bukan hanya wacana administratif,
tetapi juga arena komunikasi politik lokal yang sarat dengan proses pembingkaian (framing) oleh aktor
pemerintah, media, dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya isu pemekaran sering kali dibingkai secara
politis untuk kepentingan elite lokal, terutama menjelang momentum elektoral (Fauzani, 2023). Sementara
itu, kegagalan dalam mengelola wacana desentralisasi dapat memunculkan konflik kepentingan serta
memperlemah kohesi nasional apabila tidak diiringi dengan tata kelola komunikasi publik yang baik
(Mukhlis & al., 2025). Maka dari itu, pengalaman pemekaran di berbagai daerah memperlihatkan hasil
yang beragam. Studi di Papua menunjukkan bahwa pemekaran tidak semata-mata persoalan administratif,
melainkan berkaitan dengan identitas politik, distribusi kewenangan, serta dampak lingkungan (Hefir et al.,
2024).

Pembahasan di atas tentang desentralisasi juga mengikuti perkkembangan zaman melalui media
online, platform digital telah membawa perubahan mendasar terhadap lanskap komunikasi politik di
Indonesia. Media daring tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai
aktor penting dalam membentuk opini publik melalui konstruksi dan pembingkaian realitas sosial (Permadi
et al., 2023; Sihite et al., 2024). Media online memiliki peran strategis dalam menentukan bagaimana isu-
isu publik dikemas dan dipersepsikan masyarakat, sebab setiap pemberitaan mengandung kepentingan
ideologis dan framing tertentu yang mencerminkan posisi redaksi terhadap isu yang diberitakan
(Annisarahma & Assegaf, 2024; Utami et al., 2024).

Analisis framing menjadi salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk memahami
bagaimana media mengonstruksi realitas sosial. Dengan model framing Zhongdang Pan dan Gerald M.
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Kosicki misalnya, memberikan kerangka analisis terhadap struktur berita melalui empat dimensi: sintaksis,
skrip, tematik, dan retoris (Simanjuntak & Abidin, 2023; Taufiqurrahman, 2024). Melalui analisis ini,
peneliti dapat mengidentifikasi kecenderungan media dalam menonjolkan isu tertentu, memilih
narasumber, serta menentukan fokus pemberitaan sesuai kepentingan editorial atau politik. Berbagai
penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa media online kerap memproduksi frame yang beragam
terhadap isu publik, mulai dari konflik internasional, bencana, hingga politik lokal. Misalnya, perbedaan
sudut pandang antara media nasional dan daerah dalam mengonstruksi narasi bencana dan tanggung jawab
pemerintah, atau pada pemberitaan politik, media dapat memperkuat citra positif atau negatif terhadap aktor
tertentu tergantung pada kepentingan ideologisnya (Al Majid & Qalban, 2023; Azis, 2023).

Selain itu, studi mengenai pemberitaan isu keamanan data di media daring menggambarkan
bagaimana media turut membentuk persepsi publik terhadap kepercayaan pada lembaga pemerintah melalui
strategi framing yang menekankan aspek tanggung jawab, krisis, dan legitimasi kebijakan (Ramdhan et al.,
2024). Secara keseluruhan, literatur empiris Indonesia pada periode 2023-2025 menegaskan bahwa media
online bukan sekadar kanal komunikasi, tetapi juga arena wacana tempat ideologi, kepentingan politik, dan
konstruksi makna saling berinteraksi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana media online
membingkai isu-isu kebijakan lokal seperti wacana pemekaran wilayah Brebes Selatan, karena pemberitaan
tersebut dapat memengaruhi opini publik dan arah kebijakan pemerintah daerah (Riswandi et al., 2024).

Dalam dinamika tersebut, media online memiliki peran penting dalam membentuk wacana publik.
Media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membingkai (framing) isu dengan sudut pandang
tertentu. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa dalam lingkungan media sosial ‘networked framing’ dapat
mengubah alignment antara framing media resmi dan narasi publik, sehingga mempercepat penyebaran
opini seputar isu lokal seperti wacana pemekaran (Zhao & Wang, 2022). Melalui pemilihan kata, fokus
pemberitaan, serta aktor yang ditonjolkan, media dapat memengaruhi opini publik tentang apakah
pemekaran dipersepsikan sebagai kebutuhan mendesak untuk pemerataan pembangunan atau sekadar
kepentingan elit politik (Taufiqurrahman, 2024). Dengan jangkauan yang luas dan kecepatan distribusi
informasi, media online menjadikan isu lokal seperti pemekaran Brebes Selatan cepat menjadi
perbincangan publik. Framing yang dilakukan media dapat memperkuat legitimasi aspirasi masyarakat atau
menonjolkan risiko administratif dan konflik elit. Dengan demikian, media menjadi arena pertarungan
wacana yang menentukan arah opini publik terkait pemekaran Brebes Selatan (Wati et al., 2024).

Sejauh ini, penelitian tentang pemekaran seringkali lebih berfokus pada aspek hukum, administratif,
atau dinamika politik elit. Kajian yang secara khusus menelaah framing media online terhadap isu
pemekaran daerah, khususnya Brebes Selatan, masih sangat terbatas (Sari et al., 2025). Padahal, dalam era
digital, framing media menjadi kunci penting untuk memahami bagaimana wacana politik lokal dibentuk
dan dipersepsikan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framing pemberitaan media
online Jawa Tengah mengenai isu pemekaran Brebes Selatan pada periode 2023-2025 dengan
menggunakan model framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Dengan demikian, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik pada studi komunikasi politik lokal sekaligus memberi
manfaat praktis bagi masyarakat dan pemerintah. Pertanyaan utama penelitian ini adalah: Bagaimana
framing pemberitaan media online Jawa Tengah terhadap isu pemekaran Brebes Selatan periode 2023—
2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing untuk memahami
bagaimana media online di Jawa Tengah membingkai isu pemekaran Brebes Selatan pada periode 2023
hingga 2025. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah makna dan
konstruksi sosial yang dibentuk melalui teks media secara mendalam. Fokus penelitian diarahkan pada
analisis isi pemberitaan, bukan pada kuantitas berita, melainkan pada bagaimana pesan dan narasi dibangun
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oleh media melalui pilihan bahasa, struktur kalimat, dan penonjolan isu.

Analisis data berlandaskan pada model analisis framing yang dikembangkan oleh Zhongdang Pan
dan Gerald M. Kosicki (1993). Model ini menjelaskan bahwa teks berita tidak hanya menyampaikan fakta,
tetapi juga mengonstruksi realitas sosial melalui struktur bahasa dan cara media menonjolkan aspek
tertentu dari suatu peristiwa. Menurut Pan dan Kosicki, proses pembingkaian berita dapat dianalisis melalui
empat perangkat utama yang saling berkaitan, yaitu struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Keempat
perangkat tersebut menggambarkan bagaimana media menyusun informasi, membangun alur narasi,
menonjolkan isu utama, serta menggunakan gaya bahasa dan simbol tertentu untuk memperkuat pesan
yang ingin disampaikan.

Penelitian ini juga menggunakan konsep desentralisasi dan pemekaran daerah sebagai landasan
konseptual pendukung. Pemekaran daerah merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi yang bertujuan
memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta mendorong
pemerataan pembangunan antarwilayah (Kusuma & Sintasari, 2023; Qurrota & Prasetiyo, 2024). Dengan
demikian, pembahasan mengenai pemekaran Brebes Selatan tidak hanya dilihat dari dimensi politik dan
administratif, tetapi juga sebagai refleksi atas upaya mewujudkan keadilan pembangunan di tingkat lokal.
Melalui pemilihan isu, narasi, dan sudut pandang tertentu, media dapat memengaruhi bagaimana
masyarakat memahami kebijakan pemerintah maupun dinamika politik di daerah (Sari et al., 2025;
Taufiqurrahman, 2024). Oleh karena itu, teori framing Pan dan Kosicki digunakan untuk menganalisis
struktur pemberitaan media, sedangkan teori desentralisasi dan komunikasi politik lokal memberikan
konteks yang lebih luas terhadap isu yang diteliti, yaitu bagaimana media berperan dalam mengonstruksi
makna dan opini publik mengenai pemekaran Brebes Selatan.

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari teks berita media online yang secara eksplisit
membahas isu pemekaran Brebes Selatan. Media yang dijadikan objek kajian meliputi Suara Merdeka,
Jatengdaily, Brebesinfo, Tribun Tipikor, dan Suarabrebes. Pemilihan media tersebut dilakukan secara
purposif dengan pertimbangan bahwa media-media tersebut memiliki jangkauan pembaca yang luas di
tingkat regional dan memiliki kecenderungan aktif memberitakan isu politik lokal di Jawa Tengah.

Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi melalui penelusuran arsip berita dengan kata
kunci “pemekaran Brebes Selatan,” “Brebes Selatan DOB,” dan “pemekaran Bumiayu” pada rentang
waktu tahun 2023 hingga 2025. Setiap berita yang diperoleh kemudian diverifikasi untuk memastikan
relevansinya dengan fokus penelitian. Selain data primer berupa teks berita, penelitian ini juga
memanfaatkan data sekunder yang berasal dari artikel jurnal, laporan resmi pemerintah, publikasi Badan
Pusat Statistik, serta literatur akademik yang berkaitan dengan isu pemekaran daerah dan teori framing
media.

Untuk menjaga keabsahan dan validitas temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber.
Langkah ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil analisis antar media dan mengaitkannya dengan
literatur akademik serta data pendukung lainnya. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya
merefleksikan pandangan subjektif peneliti, tetapi juga memperoleh pembenaran ilmiah melalui
kesesuaian dengan teori dan konteks empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Pemberitaan Media Online

Isu pemekaran Brebes Selatan memperoleh perhatian signifikan dari media online pada periode
2023-2025. Media regional seperti Jatengdaily dan Suara Merdeka menjadi saluran utama pemberitaan,
meskipun intensitas dan fokus liputan berbeda di tiap tahun. Jatengdaily (2024) menurunkan laporan
berjudul “Kota Bumiayu Bisa Menjadi Ibu Kota Brebes Selatan” yang menekankan potensi Bumiayu
sebagai pusat pemerintahan daerah otonomi baru. Pemberitaan ini menggarisbawahi aspirasi masyarakat
dan ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Brebes, sehingga pemekaran diposisikan
sebagai solusi strategis untuk pemerataan (Jatengdaily, 2024).

Sementara itu, Suara Merdeka secara konsisten menyoroti isu pemekaran dalam beberapa periode.
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Artikel tahun 2023 mengulas daftar calon daerah otonomi baru (DOB) yang diajukan ke pusat, termasuk

Brebes Selatan (Suara Merdeka, 2023). Tahun 2025, Suara Merdeka menurunkan dua berita penting:
pertama, “Brebes Selatan Dinilai Paling Siap Jadi DOB, Pemprov Jateng Apresiasi Kerja Presidium” yang
menegaskan dukungan administratif dan politik dari pemerintah daerah (Suara Merdeka, 2025); kedua,
“Viral, Usulan DPD RI tentang Brebes Selatan” yang menggambarkan isu pemekaran masuk ranah politik
nasional dan perbincangan publik luas melalui media sosial (Suara Merdeka, 2025). Selain media utama
tersebut, beberapa portal lokal lain turut memperkuat wacana, seperti Brebesinfo yang melaporkan sinyal
positif dari Pemprov Jateng terkait kesiapan Brebes Selatan (Brebesinfo, 2025), Tribun Tipikor yang
menyoroti perjuangan presidium pemekaran (Tribun Tipikor, 2025), serta Suarabrebes yang menampilkan
optimisme masyarakat terhadap lahirnya DOB baru (Suarabrebes, 2025).

Dari variasi pemberitaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa framing media online bergerak dalam
tiga kerangka utama: pertama, aspirasi masyarakat dan pemerataan Pembangunan (Jatengdaily, 2024),
kedua, kesiapan administratif dan dukungan pemerintah daerah (Suara Merdeka, 2025), dan ketiga,
dinamika politik dan legitimasi elite nasional (Suara Merdeka, 2025). Dengan demikian, media tidak
hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang membentuk persepsi publik
sesuai orientasi redaksi dan konteks politik yang berkembang.

Tabel 1. Data Primer Berita Online Tentang Pemekaran Brebes Selatan (2023-2025).

No. Judul Berita Media Tanggal
Terbit
1. Daftar Usulan Dob Baru, Suara Merdeka 10 Juli 2023
Termasuk Brebes Selatan
2. Kota Bumiayu Bisa Menjadi
Ibukota Brebes Selatan Jatengdaily 16 Agustus 2024
3. Brebes Selatan Dinilai
Paling Siap Jadi DOB, Suara Merdeka 1 Juni 2025

Pemprov Jateng Apresiasi
Kerja Presidium

4. Viral, Usulan DPD RI
Terkait Daftar Usulan
Pembentukan DOB Baru: Suara Merdeka 24 Juli 2025
Kab.Banyumas (Banyumas)

Barat,Purwokerto, Cilacap
Barat, Dan Brebes Selatan.
S. Brebes Selatan Paling Siap Brebesinfo 1 Juni 2025
Mekar, Pemprov Jateng Beri
Sinyal Positif Tunggu
Moratorium Di Cabut

6. Perjuangan Untuk Tribun Tipikor 26 April 2025
Mewujudkan Kabupaten
Brebes Selatan Terus
Berlanjut

7. Selamat Datang Kabupaten

Brebes Selatan: Pemerkaran Suara Brebes 18 Juli 2025

Yang Dinanti Dari Tanah
Perbatasan

Sumber : Laman berita media online terkait Isu Pemekaran Wilayah Brebes Selatan tahun 2023-2025
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Tabel diatas menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai pemekaran Brebes Selatan tidak

terdistribusi merata setiap tahun pada semua media. Suara Merdeka menjadi media yang paling konsisten,
dengan liputan beruntun sejak 2023 hingga 2025, sedangkan Jatengdaily baru mengangkat isu ini pada
2024. Adapun media lokal seperti Brebesinfo, Tribun Tipikor, dan Suarabrebes lebih menonjolkan suara
masyarakat akar rumput serta antusiasme presidium pemekaran. Perbedaan intensitas dan sudut pandang
ini mengonfirmasi bahwa media tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi secara aktif membentuk
kerangka berpikir publik. Dengan kata lain, isu pemekaran Brebes Selatan diposisikan secara berbeda
sesuai orientasi redaksi: ada yang menekankan aspirasi masyarakat, ada yang menyoroti dukungan
administratif, dan ada pula yang menampilkan dynamika politik nasional.

Analisis Framing Media Online

Analisis framing digunakan untuk melihat bagaimana media membentuk realitas sosial melalui
pemilihan kata, sudut pandang, dan struktur pemberitaan. Model Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki
menekankan empat elemen utama dalam teks berita: sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Dengan model
ini, dapat ditelusuri perbedaan kerangka yang dipakai oleh media dalam memberitakan isu pemekaran
Brebes Selatan.

Jatengdaily (2024) cenderung menekankan aspek geografis dan aspirasi masyarakat. Secara sintaksis,
berita disusun dengan lead yang langsung menyebut Bumiayu sebagai calon ibu kota, sehingga
memusatkan perhatian pembaca pada simbol wilayah. Pada level skrip, struktur narasi menekankan
dukungan tokoh lokal. Sedangkan secara tematik, artikel menempatkan pemekaran sebagai solusi
ketimpangan pembangunan. Pilihan kata seperti “bisa menjadi ibu kota” atau “layak untuk dimekarkan”
memperlihatkan strategi retoris untuk menegaskan urgensi pemekaran.

Suara Merdeka (2023, 2025) menampilkan frame administratif dan legitimasi pemerintah. Sintaksis

berita umumnya diawali dengan penyampaian fakta objektif, misalnya daftar DOB atau pernyataan resmi
Pemprov Jateng. Skrip yang digunakan menekankan dukungan birokrasi dan proses hukum formal. Pada
level tematik, isu pemekaran dikonstruksikan sebagai agenda yang sah dan realistis. Retorika yang dipakai
seperti “paling siap” dan “apresiasi Pemprov” menunjukkan penguatan legitimasi.
Sementara itu, Suara Merdeka (2025) mengonstruksi isu dalam kerangka politik nasional. Lead berita
diawali dengan fenomena viral di media sosial, menunjukkan fokus pada resonansi publik digital. Skrip
berita menyoroti reaksi politikus pusat dan dokumen resmi DPD RI, sedangkan tema yang muncul adalah
pentingnya perhatian nasional terhadap isu daerah. Retorika seperti “viral” dan “heboh” digunakan untuk
memperluas daya tarik isu di mata publik.

Media lokal lain, seperti Brebesinfo, Tribun Tipikor, dan Suarabrebes, cenderung menekankan narasi
perjuangan masyarakat. Framing mereka lebih menyoroti aspirasi presidium, perlawanan terhadap
moratorium, dan optimisme masyarakat lokal. Elemen retoris yang muncul misalnya “perjuangan terus
berlanjut” atau “pemekaran yang dinanti”, yang memperkuat sentimen emosional dan dukungan akar
rumput.

Tabel 2. Analisis Framing Pemberitaan Media Online dengan Model Zhongdang Pan dan

Gerald M. Kosicki
Media Sintaksis Skrip Tematik Retoris
dan tahun
Lead
menekankan Dukungan Pemekaran “Bisamenjadi
Jatengdaily bumiayu tokoh lokal sebagai solusi ibu kota”,
(2024) sebagai dan ketimpangan “Layak di
calon argument pembangunan mekarkan”
ibukota pemerataan
DOB
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Lead
Suara menyoroti Menyebut Pemekaran
Merdeka daftar DOB daftar sebagai “Masuk
(2023) termasuk resmi DOB agenda daftar DOB”
brebes nasional
selatan
Lead Apresiasi
Suara menekankan pemerintah Pemekaran “paling
Merdeka dukungan terhadap realistis dan siap”,
(2025a) pemprov presidium paling siap “Apresiasi”
jateng
Lead di Reaksi Pemekaran
Suara awali public dan sebagai isu “Viral”.
Merdeka dengan isu dokumen nasional dan “Heboh”
(2025b) viral DPD resmi politik
RI
Lead Pemekaran
Brebesinfo menekankan Dukungan menungu “Sinyal
(2025) kesiapan pemprov pencabutan positif”,
brebes jateng moratorium “Paling siap”
selatan
Lead Presidium Pemekaran “Perjuangan
Tribun tentang sebagai sebagai terus
Tipikor perjuangan aktor perjuangan berlanjut”
(2025) presidium utama berkelanjutan
Lead Pemekaran
Suara otomatis Harapan sebagai “Pemekaran
Brebes (2025) menyambut masyarakat pemenuhan yang di nanti”
DOB aspirasi

Sumber : Laman berita media online terkait Isu Pemekaran Wilayah Brebes Selatan tahun 2023-2025,

dengan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kociski

Pada tabel tersebut menggambarkan variasi framing yang digunakan media online dalam

memberitakan isu pemekaran Brebes Selatan dengan model Model Zhongdang Pan dan Gerald M.
Kosicki. Pada kolom sintaksis, terlihat bahwa setiap media membuka berita dengan fokus yang berbeda.
(Jatengdaily, 2024) menekankan aspek geografis dengan menyebut Bumiayu sebagai calon ibu kota,
sementara Suara Merdeka (2023, 2025) lebih menonjolkan aspek administratif dengan menuliskan
daftar DOB atau apresiasi Pemprov Jateng. Di sisi lain, Suara Merdeka (2025) memilih pembuka yang
menyoroti fenomena viral, menunjukkan fokus pada resonansi publik di media sosial. Dari segi skrip,
berita Jatengdaily dibangun dengan dukungan tokoh lokal, sedangkan Suara Merdeka lebih menekankan
proses birokrasi dan legitimasi pemerintah. Media lokal seperti Tribun Tipikor dan Suarabrebes justru
menekankan narasi perjuangan masyarakat serta harapan publik akar rumput. Pada tematik, media besar
(Jatengdaily dan Suara Merdeka) lebih sering mengaitkan pemekaran dengan pemerataan pembangunan
atau kesiapan administratif, sedangkan media lokal cenderung menyoroti perjuangan kolektif dan
optimisme masyarakat. Sementara retoris yang dipakai memperlihatkan perbedaan strategi bahasa.
Jatengdaily menggunakan diksi “bisa menjadi ibu kota” yang menekankan peluang, Suara Merdeka
memakai istilah “paling siap” atau “apresiasi” untuk menegaskan legitimasi, sedangkan media lokal
memilih kata-kata emosional seperti “perjuangan terus berlanjut” atau “pemekaran yang dinanti” untuk
membangun keterikatan emosional dengan pembacanya.
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Implikasi Isu Pemekaran

Isu pemekaran Brebes Selatan bukan hanya wacana administratif, melainkan juga memiliki
implikasi sosial, politik, dan ekonomi. Framing media online yang beragam menunjukkan bahwa
pemekaran dipersepsikan secara berbeda oleh aktor-aktor yang terlibat dan publik pembaca.
Dari sisi sosial, pemberitaan yang menekankan aspirasi masyarakat (Jatengdaily, 2024; Suarabrebes,
2025) menunjukkan adanya harapan besar terhadap pemerataan pembangunan. Selama ini wilayah selatan
Brebes dinilai tertinggal dibandingkan wilayah utara. Hal ini sejalan dengan literatur yang menyebut
bahwa salah satu motif utama pemekaran daerah adalah mengurangi kesenjangan pembangunan
antarwilayah (Kusuma & Sintasari, 2023).

Dari sisi politik, liputan Suara Merdeka (2023; 2025a; 2025b) memperlihatkan bahwa isu ini juga
merupakan bagian dari dinamika kekuasaan. Dukungan Pemprov Jateng dan masuknya Brebes Selatan
dalam daftar usulan DPD RI mengindikasikan adanya legitimasi formal. Namun, penggunaan diksi seperti
“viral” dan “heboh” juga menunjukkan bahwa isu ini sensitif terhadap dinamika politik nasional dan dapat
dimanfaatkan oleh elite untuk kepentingan politik tertentu (Qurrota A’yuni & Hari Prasetiyo, 2024).

Dari sisi ekonomi, media lokal seperti Brebesinfo menekankan potensi kesiapan daerah baru bila
moratorium dicabut, sementara literatur menyebut bahwa pemekaran tidak selalu berdampak positif jika
tidak diikuti penguatan kapasitas fiskal daerah (Hefir et al., 2024). Oleh karena itu, wacana pemekaran
Brebes Selatan harus dibaca secara hati-hati, tidak hanya sebagai solusi kesenjangan, tetapi juga tantangan
dalam pembiayaan pembangunan.

Tabel 3. Implikasi Pemberitaan Isu Pemekran Brebes Selatan

Dimensi Focus media Temuan Relevansi akademik
utama
Sesuai dengan
argumen bahwa
Jatengdaily Aspirasi pemekaran sering
(2024), masyarakat dan dipicu kesenjangan
Sosial Suarabrebes pemerataan wilayah, menurut
(2025) pembangunan (Kusuma & Sintasari,
2023)
Pemekaran adalah isu
poitis dan sensitive
terhadap kepentingan
Politik Suara merdeka Dukungan elite, menurut
(2023, 2025a, formal (Qurrota A’yuni &
2025b) pemerintah dan Hari Prasetiyo, 2024)
viralitas isu
level nasional
Ekonomi Kesiapan Pemekaran berisiko
Brebesinfo DOB, bila kapasitas fiscal
(2025), perjuangan daerah lemah,
tribun tripkor presidium menurut
(2025) menghadapi (Hefir et al., 2024)
moratorium

Sumber : Laman berita media online terkait Isu Pemekaran Wilayah Brebes Selatan tahun 2023-2025
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Pada dimensi sosial, media cenderung menyoroti kesenjangan pembangunan dan harapan masyarakat.

Pada dimensi politik, fokus utamanya adalah legitimasi pemerintah serta respon elite nasional. Sementara
itu, pada dimensi ekonomi, wacana pemekaran dikaitkan dengan kesiapan infrastruktur dan kebijakan
moratorium. Integrasi analisis media dengan literatur akademik memperlihatkan bahwa pemberitaan
media online tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan diskursus akademik dan kebijakan publik.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa framing media online terhadap isu pemekaran Brebes Selatan
memiliki implikasi yang kompleks. Media tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga membentuk
persepsi publik yang dapat memengaruhi arah kebijakan. Perbedaan kerangka antara aspirasi masyarakat,
legitimasi politik, dan kesiapan ekonomi mengindikasikan bahwa pemekaran bukan sekadar agenda
teknis, melainkan medan kontestasi wacana. Bagi akademisi, hal ini penting karena menunjukkan
bagaimana media lokal dan regional berperan dalam agenda setting pembangunan daerah. Bagi pembuat
kebijakan, analisis ini menegaskan perlunya kehati-hatian dalam membaca opini publik, karena framing
media dapat memperkuat atau justru menantang legitimasi pemekaran.

KESIMPULAN
Dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemberitaan media online mengenai isu

pemekaran Brebes Selatan tidak bersifat seragam, melainkan dibentuk melalui kerangka framing yang
berbeda sesuai orientasi redaksi masing-masing. Media besar seperti Suara Merdeka cenderung
menonjolkan dimensi administratif dan legitimasi politik, sementara Jatengdaily lebih menekankan pada
aspirasi masyarakat dan aspek geografis, sedangkan media lokal seperti Brebesinfo, Tribun Tipikor, dan
Suarabrebes menampilkan narasi perjuangan dan optimisme masyarakat akar rumput. Perbedaan
konstruksi ini menunjukkan bahwa media tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga berperan aktif
dalam membentuk persepsi publik mengenai urgensi pemekaran sebagai solusi ketimpangan
pembangunan.

Secara lebih luas, dinamika framing tersebut mengindikasikan bahwa isu pemekaran Brebes Selatan
memiliki implikasi multidimensi. Dari sisi sosial, media membantu memperkuat aspirasi dan identitas
masyarakat wilayah selatan Brebes. Dari sisi politik, pemberitaan memperlihatkan bahwa pemekaran

merupakan agenda yang sarat kepentingan dan sensitif terhadap dinamika elite, baik di tingkat lokal
maupun nasional. Dari sisi ekonomi, media memberi sinyal bahwa kesiapan infrastruktur dan dukungan
fiskal menjadi faktor penentu keberhasilan pemekaran. Dengan demikian, isu ini harus dipahami sebagai
arena kontestasi wacana yang tidak bisa dipisahkan dari kepentingan masyarakat, pemerintah, maupun
aktor politik.

Sebagai saran, penelitian ini menegaskan pentingnya peran media lokal dan regional dalam mengawal
isu-isu strategis seperti pemekaran daerah. Pemerintah daerah dan pusat perlu membaca wacana yang
berkembang di media secara kritis, sebab konstruksi pemberitaan berpotensi memengaruhi opini publik
dan legitimasi kebijakan. Peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian dengan mengombinasikan analisis
framing media dan penelitian lapangan, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai relasi
antara media, masyarakat, dan kebijakan pemekaran. Dengan cara ini, diskursus mengenai pemekaran
Brebes Selatan dapat ditempatkan tidak hanya sebagai isu administratif, tetapi juga sebagai refleksi atas
perjuangan keadilan pembangunan dan representasi politik masyarakat lokal.
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